
a. bahwa dalam rangka penganggaran alokasi Hibah Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dirnana sesuai
dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
bahwa dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan
ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan
setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati
mengenai Penjabaran APBD Perubahan dan
memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

b. bahwa dalam rangka penganggaran alokasi DAUTambahan
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan
Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah, dimana setelah memperhatikan angka 4 huruf a
dan c dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/14075/SJ tentang Penyesuaian luran Jaminan
Kesehatan pada Pemerintah Daerah bahwa bagi Pemerintah
Kabupaten yang telah melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019, penyesuaian penganggaran dimaksud
dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran 2019
kemudian diberitahukan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan diusulkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA);

c. bahwa dalam rangka untuk penganggaran alokasi Hibah
Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan
penganggaran alokasi DAUTambahan Bantuan Pembayaran
Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2019, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menirnbang

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR 23 TAHUN2019
TENTANGPENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2019

TENTANG

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR ~..3 TAHUN2019

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN



Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IITanah Laut, Daerah Tingkat
IITapin dan Daerah Tingkat IITabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5568), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
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13. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

14. Peraturan PemerintahNomor56Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan PemerintahNomor65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4614);

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6187);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5601);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 225);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK07/2017
tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1969);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong
Nomor02);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2018 Nomor14);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun
2019 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor701);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019
tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan
Penduduk yangDidaftarkan oleh PemerintahDaerah (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor1430);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten TabalongTahun 2005-
2025 (LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2018
Nomor15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten TabalongNomor02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-PokokPengelolaan
Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor02);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tabun
2015-2019 (LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun
2018 Nomor02);
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Rp 184.523.084.632,00Jumlah Pendapatan Asli Daerah

86.042.244.632,00

74.510.704.000,00
8.970.136.000,00
15.000.000.000,00

Perubahan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun
Anggaran 2019, terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pendapatan Pajak Daerah Rp
b) Hasil Retribusi Daerah Rp
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp

yang Dipisahkan
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp

yang Sah

Pasall

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 24), diubah
sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2019.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 05);

33. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);

34. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019
Nomor 17);

35. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor 24);
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2. Dana Perimbangan

a) Bagi Hasil Pajak/Bagi HasHBukan Rp 442.258.738.000,00
Pajak

b) Dana AlokasiUmum Rp 516.900.556.000,00
c) Dana AlokasiKhusus R:Q 219.136.559.505~00

Jumlah Dana Perimbangan Rp 1.178.295.853.505,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pendapatan Hibah Rp 49.312.396.000,00
b) Dana BagiHaeil Pajak dari Provinsi Rp 143.253.129.350,00

dan Pemerintah Daerah Lainnya
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp 129.244.157.000,00

Khusus

Jumlah Lain- lain Pendapatan Daerah Rp 321.809.682.350,00
yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp 1.684.628.620.487,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 525.778.996.395,82
b) Belanja Hibah Rp 42.111.495.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial Rp 18.564.600.000,00
d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Rp 8.349.000.000,00

Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa

e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp 203.597.380.700,00
Provinsi/Kabupateri/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

f) Belanja Tidak Terduga RE 3.500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 801.901.472.095,82

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 99.211.140.277,40
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 443.187.792.427,64
c) Belanja Modal R:Q 427.416.615.161,19

Jumlah Belanja Langsung Rp 969.815.547.866,23

Jumlah Belanja Rp 1.771.717.019.962,05

Surplus / (Defisit) -Rp 87.088.399.475,05

c. Pembiayaan Daerah

l. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 116.009.007.626,05

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 28.920.608.151,00

Pembiayaan Netto Rp 87.088.399.475,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00
Berkenaan
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----

BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2019 NOMOR&"~.

ABDULMUTHALIBSANGADJI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 023 /)ISembu- :2/J/.:}

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ..:J3 .aesrtmJur 0;01.1

~UPATI TABALONG,

~IANANG SYAKHFIANl

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal4

4. Ketentuan Pasal4 diubah sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhadap beberapa SKPD dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal3

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan atas Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1m.

Pasa12

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

8



N
C;

'"E
'";;;
J:

:5o

N N

.... N ""

N

ez
z

~
lE
1&1
Go

: :

ooo :5o



............
000
N N N
555

....
....5
'" '"t""I M M

N N N
ui vi vi

0\ 0\ 0\............
~ ~ ~
~ ~ ~
\1'1 \1'1 \1'1

lG lG lG................. _.; .....

N

g g g
000




